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Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DESA PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG

1.1 Indikator : Kondisi Lingkungan

1.1.1 Aspek Sosial

1.

Informan : Mantan Korban Pembegalan

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025
Tempat D -

Inisial : Oliden Sari

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : SMA
Pertanyaan
1) Bagaimana kondisi keamana di kabupaten empat lawang setelah adanya
kebijakan pol pp desa ini di kabupaten Empat lawang?
a. Apakah Ada Penurunan Tingkat Kriminalitas?
b. Jika ada, sudah berapa persen penurunannya?
Informan : Mantan Pelaku Pembegalan
Waktu

Tanggal : 15 februari 2025
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Tempat D -
Inisial : T
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Pertanyaan
1) Bagaimana kondisi keamana di kabupaten empat lawang setelah adanya
kebijakan pol pp desa ini di kabupaten Empat lawang?
a. Apakah Ada Penurunan Tingkat Kriminalitas?
b. Jika ada, sudah berapa persen penurunannya?
1.1.2 Aspek Ekonomi

1. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025
Tempat D -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Empat
Lawang?
a. Apakah efektivitas pelaksanaan kebijakan Satpol PP Desa
berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di

kabupaten empat lawang?



88

2. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025
Tempat D -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S2
Pertanyaan
1) Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Empat
Lawang?
a. Apakah efektivitas pelaksanaan kebijakan Satpol PP Desa
berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di
kabupaten empat lawang?

1.1.3 Aspek Politik

1. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 15 februari 2025
Tempat D -
Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan  :S1

Pertanyaan
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1) Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?

a. Jika ada, apa hubungan politik dari kebijakan pol pp desa

ni?
Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 17 februari 2025
Tempat :-
Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S2
Pertanyaan
1) Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?
a. Jika ada, apa hubungan politik dari kebijakan pol pp desa
ni?
Informan : Kasubag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kabupaten

Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025
Tempat D -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan  : S1
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Pertanyaan
1) Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?

a. Jika ada, apa hubungan politik dari kebijakan pol pp desa

ini?
1.1.4 Aspek Budaya
1. Informan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam
Waktu
Tanggal : 19 februari 2025
Tempat :-
Nama : Iwan Fales

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : SMA
Pertanyaan
1) Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa
ni?
a. Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang

yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

Informan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat
Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat D -

Nama : Sarmidi

Jenis Kelamin : Laki-laki
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Pendidikan  : SMP
Pertanyaan
1) Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa
ini?
a. Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang

yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

3. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 15 februari 2025
Tempat D -
Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa
ini?
a. Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang
yang dapat mendukung kebijakan tersebut?
1.1.5 Aspek Hukum
1. Informan : Ketua Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang
Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025



92

Tempat D -
Nama : Indra Gumai
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang
jelas dalam regulasi daerah?
2) Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani

gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?

2. Informan : Wakil Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat D -
Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : SD
Pertanyaan
1) Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang
jelas dalam regulasi daerah?
2) Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani
gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?
3. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat

Lawang
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Waktu

Tanggal : 17 februari 2025
Tempat D -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S2
Pertanyaan
1) Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang
jelas dalam regulasi daerah?
2) Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani
gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?
1.2 Hubungan Antar Organisasi

1.2.1 Koordinasi

1. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 17 februari 2025
Tempat D -
Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S2

Pertanyaan
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1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satpol PP Kabupaten dan
Satpol PP Desa?
a. Apakah ada pelatihan atau arahan rutin yang diadakan oleh

Pol PP Kabupaten untuk Pol PP Desa?

2. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 15 februari 2025
Tempat :-
Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan  : S1

Pertanyaan

1). Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah desa dan apparat

pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?

3. Informan : Kapolsek Kecamatan Pendopo

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025
Tempat :-

Nama : Ali Syahban Harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S1

Pertanyaan
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1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara Instansi Keamanan
setempat dan Satpol PP Desa?

4. Informan : Ketua Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat :-

Nama : Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan,
Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?

5. Informan : Wakil Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat D -

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : SD
Pertanyaan
1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan,

Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?
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1.2.2 Komitmen

1. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025
Tempat D -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari pemerintah
desa dan aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP

Desa?

2. Informan  : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025
Tempat D -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S2
Pertanyaan
1) Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat

pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?



3. Informan : Kapolsek Kecamatan Pendopo

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025
Tempat D -

Nama : Ali Syahban Harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan  : S1

Pertanyaan

1) Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan

pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?

1.2.3 Mekanisme Kerja Sama

1. Infoman : Petugas Pol PP Desa
Waktu
Tanggal : 15 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Susanto

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : SMK

Pertanyaan
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dari aparat

1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan

pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

2. Infoman : Petugas Pol PP Desa

Waktu

Tanggal : 27 Februari 2025
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Tempat D -

Nama : Hardi
Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : SMA
Pertanyaan

1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan
pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

3. Infoman : Kapolsek Pendopo
Waktu
Tanggal : 15 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Ali Syahban harahap

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : S1
Pertanyaan

1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan
pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

4. . Infoman : Kepala Desa Karang Caya
Waktu
Tanggal : 15 Februari 2025
Tempat :-
Nama : Lina

Jenis Kelammin: Perempuan

Pendidikan  : S1
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Pertanyaan

1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan
pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

1.3 Sumberdaya Organisasi Untuk Implementasi Kebijakan

1.3.1 Sumber Daya Organisasi

1. Infoman : Petugas Pol PP Desa
Waktu
Tanggal : 15 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Susanto

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : SMK
Pertanyaan

1) Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan kebijakan ini
sudah mencukupi?

2. Infoman : Petugas Pol PP Desa
Waktu
Tanggal : 27 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Hardi

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : SMA
Pertanyaan

1) Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan kebijakan ini
sudah mencukupi?
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3. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab.Empat
Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat :-

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S1
Pertanyaan

1) Terkait Sumber daya manusia Apakah Ada Persiapan Pelatihan yang
dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?

4. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab.Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 17 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Ardiansyah

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : S2
Pertanyaan

1) Terkait Sumber daya manusia, Apakah Ada Persiapan Pelatihan
yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?

1.3.2 Dana
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1. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab.Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 17 Februari 2025
Tempat -
Nama : Ardiansyah

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S2
Pertanyaan

1) Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional untuk
Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?

2. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab.Empat
Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat D -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : S1
Pertanyaan

1) Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional untuk
Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?

1.3.3 Sarana Dan Prasarana

1. Infoman : Ketua Koordinator Pol PP Desa Kab. Empat Lawang

Waktu
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Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat D -
Nama : Indra Gumay

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah desa untuk

menunjang kinerja Satpol PP Desa?

2. Infoman : Wakil Koordinator Pol PP Desa Kab. Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat D -
Nama : Malian Kasih

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : SD
Pertanyaan
1) Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah desa untuk
menunjang kinerja Satpol PP Desa?
1.4 Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana

1.4.1 Kompetensi

1. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab.Empat Lawang
Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025
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Tempat D -

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S2

Pertanyaan

1) Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota?
a. Apa kriteria yang digunakan?

2. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab.Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 17 Februari 2025
Tempat :-
Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S1
Pertanyaan

1) Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota?
a. Apa kriteria yang digunakan?

1.4.2 Loyalitas

1. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab.Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 17 Februari 2025
Tempat D -

Nama : Ardiansyah
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Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S2
Pertanyaan
1) Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP Desa dalam

menjalankan tugas?

2. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab.Empat
Lawang
Waktu
Tanggal : 17 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : S1
Pertanyaan
1) Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP Desa

dalam menjalankan tugas?

3. Infoman : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat
Waktu
Tanggal : 15 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Sarmidi

Jenis Kelammin: Laki-laki

Pendidikan : SMP
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Pertanyaan
1) Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap daerah,

apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti barang yang hilang

jika tidak ditemukan?
4. Infoman : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam
Waktu
Tanggal : 19 Februari 2025
Tempat D -
Nama : Sarmidi

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan  : SMU
Pertanyaan
1) Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap daerah,
apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti barang yang hilang

jika tidak ditemukan?

1.4.3 Pemahaman Terhadap Tugas

1. Infoman : Ketua koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat D -
Nama : Indra Gumai

Jenis Kelammin: Laki-laki
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Pendidikan  : Sl
Pertanyaan

1) Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?

2. Infoman : Wakil koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang
Waktu
Tanggal : 23 Mei 2025
Tempat D -
Nama : Malian Kasih

Jenis Kelammin: Laki-laki
Pendidikan : SD
Pertanyaan

1) Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?
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Transkip Wawancara

2.1 Kondisi Lingkungan

2.1.1 Aspek Sosial

1. Identitas Responden

Nama
Jenis Kelamin

Jabatan

: Oliden Sari
: Laki-laki
: Masyarakat

Penulis | Bagaimana kondisi keamana di kabupaten empat lawang setelah
adanya kebijakan pol pp desa ini?

Informan | “Sebelum adanya Pol PP Desa, Kabupaten Empat Lawang sangat
sering terjadi tindak kriminalitas seperti pembegalan, Tapi Setelah
Adanya Pol PP Desa ini, angka tingkat kriminalitas sudah menurun
dan sangat jarang terjadi”

Penulis | Sudah berapa persen penurunan tingkat kriminalitasnya?

Informan | “Untuk tingkat penurunannya saya rasa sudah mencapai hamper
90%”

2. Identitas Informan

Nama

: X

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Masyarakat
Penulis | Bagaimana kondisi keamana di kabupaten empat lawang
setelah adanya kebijakan pol pp desa ini?
Informan | “Sebelum adanya Pol PP Desa Dikabupaten Empat Lawang

sangat sering terjadi pembegalan, termasuk saya salah satu
mantan pelakunya, Karna sebelum adanya Pol PP Desa, Jarak
antara satu desa dengan desa lain masih sangat sepi dan
banyak hutan,jadi besar peluang untuk melakukan
pembegalan. Tapi sekarang sudah tidak ada peluang untuk
melakukan pembegalan karna sudah ada Pol PP Desa selaku
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pengamanan di setiap jarak antara desa satu dengan desa yang
lain”

Penulis

Sudah berapa persen penurunan tingkat kriminalitasnya?

Informan

“Kalo untuk tingkat penurunannya itu sudah sampe 80-90%
sepertinya ya”

2.1.2 Aspek Ekonomi

1.

Identitas Informan

Nama

: Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan

: Kepala desa Karang Caya

Penulis

Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten

Empat Lawang?

Informan

“Jujur saja, kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang
memang masih agak goyang. Banyak warga yang belum
punya penghasilan tetap. Bahkan ada yang nekat cari jalan
pintas, kayak pembegalan itu, kan sempat marak juga

kemarin-kemarin”

Penulis

Apakah kebijakan Satpol PP Desa ini berpengaruh dalam

membantu kondisi ekonomi di Kabupaten Empat Lawang?

Informan

“pemerintah buat kebijakan satpol PP Desa itu ya Untuk
meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi angka
pengangguran di desa yang menjadi salah satu alasan
masyarakat melakukan pembegalan itu. Kebijakan ini
berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di kabupaten

Empat Lawang karna pol pp desa itu kan digaji, jadi mereka
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tidak bingung lagi mencari penghasilan setiap bulan untuk

kebutuhan hidup”

2.1.3 Aspek politik

1. Identitas Informan
Nama : Lina
Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala desa Karang Caya

Peneliti | Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa
ini?

Informan | “Iya, benar. Ini memang janji politik dari Pak Bupati waktu
kampanye dulu. Beliau bilang, kalau terpilih jadi Bupati,
beliau bakal bikin Kabupaten Empat Lawang ini lebih aman
dan angka kriminalitas bisa turun. Nah, terbentuklah Satpol
PP Desa ini. Dan alhamdulillah, sekarang keamanan di desa

mulai terjaga, pembegalan sudah sangat jaranng sekali
terjadi sejak kebijakan intu sudah diterapkan”

2. Identitas Informan
Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti | Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?

Informan | “Sebenarnya kalo dibilang janji politik kurang tau juga say ay, tapi
yang jelas ini Janji bapak Bupati kalo mereka terpilih jadi buppati
empat llawang maka keamanan di kabupaten empat lawang terjamin
dan tingkat kkriminalitas turun mangkanya dibentuklah Pol PP Desa

PETT

1mi

3. Identitas Informan
Nama : Dedi Saputra
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan perencanaan Pol PP Kabupaten
Empat lawang
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Penulis | Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa
ini?
Informan | “Kalo berbicara terkait hubungan politik sebenarnya initu

lebih tepatnya program dari pak bupati ya, program dari
bupati karna sesuai dengan visi misinya bahwa pak bupati
ingin membuat empat lawang ini manjadi daerah yang aman”

2.1.4 Aspek Budaya

1.

2.

Identitas Informan

Nama

: Iwan fales

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam
Peneliti | Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp
desa ini?
Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang
yang dapat mendukung kebijakan tersebut?
informan | “Di sini tuh memang dari dulu ada budaya kumpul-kumpul,

apalagi di pos ronda, atau teras rumah. Kadang bisa sampai
tengah malam ngobrol-ngobrol. Tapi justru itu jadi nilai
tambah buat Satpol PP Desa. Karena dengan warga sering
kumpul seperti itu, Pos Satpol PP Desa tidak pernah sepi karna
warga sering berkumpul disitu. Secara Tidak Langsung
Warga Juga berperan membantu dalam menjaga keamanan di
Pos Pol PP Desa itu. Dan semakin rame yang menjaga maka
semakin kecil juga adanya kejadian kriminalitas yang
terjadi,karna orang takut kalo rame yang menjaga jadi seperti

b 2

1tu

Identitas Informan

Nama

: Sarmidi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan

: Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat
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Peneliti | Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp
desa ini?

Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang
yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

Informan | “Kalo untuk budaya paling masyarakat disinitu sering yang
namanya kumpul-kumpul sampe larut malam, kadang juga
sampe pagi. Biasanya mereka kumpul itu biasanya sering
main gap atau kalo ngak main game seperti itu. Jadi pos Pol
PP desa itu tidak pernah sepi karna mereka kumpul-
kumpulnya disitu”

3. Identitas Informan
Nama : Lina
Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa Karang Caya Kecamaatan Pendopo Barat

Peneliti | Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp
desa ini?

Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang
yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

Inforan | “Kalo untuk budaya sepertinya paling budaya sering kumpul-
kumpul ya. Soalnya masyarakat ini kebiasaannya itu sering
kumpul-kumpul mulai dari anak muda sampe ke yang sudah tua
seperti bapak-bapak paling main gap yaa sekalian mengisi
kekosongan dengan berkumpul itu. Nah kalo anak muda ini
biasanya kalo kumpul itu ya main game. Jadi dengan
masyarakat sering berkupul seperti itu Petugas Pol PP Desa
Juga merasa terbantu dengan masyarakat yang sering
berkumpul di Pos Pol PP desa itu,jadinya kan petugas itu ada
temannya jadi tidak ngantuk sendirian menjaga gitu. Selain itu
kalo penjagaan di pos Pol PP Desa rame Orang tidak berani kalo
mau membegal karna ya sudah pasti kalo mereka membegal
disaat orang menjaga keamanan rame ya mereka bakal besar
kemungkinan ketangkap, mangkanya petugas Pol Pp Desa itu
merasa terbantu dengan adanya budaya Kumpul-kumpul itu”
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1.

2.

112

Identitas Informan

Nama

: Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneliti | Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum
yang jelas dalam regulasi daerah?

Informan | “Kalo berbicara dasar hukum, Pol PP Desa dibentuk dengan
landasar peraturan bupati Nomor 65 tahun 2018 tentang Polisi
Pamong Praja Desa”

Peneliti | Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam
menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di
wilayahnya?

Informan | “Satpol PP Desa hanya sebatas melakukan pencegahan dan

pengamanan saja. Kalau sudah menyangkut tindak pidana, itu
wewenangnya pihak kepolisian. Jadi kalo misalkan ada tindak
kriminal seperti pembegalan atau menganggu keamanan
masyarakat Pol PP Desa mencegah atau menangkap mereka.
tapi setelah Pol PP Desa menangkaap kami akan langsung
menghubungi apparat kepolisian untuk menindak lanjuti ke
proses hukumnya begitu”

Identitas Informan

Nama

: Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan

: Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat lawang

Penulis

Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum
yang jelas dalam regulasi daerah?

Informan

“Kalo untuk landasan hukum Pol PP Desa ini dibentuk
dengan ladasan peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65
Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja Desa. Jadi mereka
punya kedudukan sendiri sebagai petugas keamanan di
setiap desa pada Kabupaten Empat Lawang”

Peneliti

Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam
menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di
wilayahnya?
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Informan

“Kalo proses hukum Pol PP Desa tidak ada wewenang ya,
maka dari itu petugas Pol PP Desa bekerja sama dengan
apparat keamanan seperti kepolisian untuk saling
berkomunikasi terkait kejadian di lapangan pada saat Pol PP
Desa bertugas”

Identitas Informan

Nama

: Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang
Peneliti Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum
yang jelas dalam regulasi daerah?
Informan “Kalo untuk landasan hukum Pol PP Desa ini dibentuk

dengan ladasan peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65
Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja Desa. Jadi
mereka punya kedudukan sendiri sebagai petugas
keamanan di setiap desa pada Kabupaten Empat Lawang”

2.2 Hubungan Antar Organisasi
2.2.1 Koordinasi

1.

2.

Identitas Informan

Nama

: Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan

: Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti

Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satpol PP
Kabupaten dan Satpol PP Desa?

Informan

“Koordinasi antara Pol PP Kabupaten dengan petugas Pol PP
Desa iasanya melalui surat edaran atau pertemuan langsung.
Kadang ada juga rapat koordinasi”

Peneliti

Apakah ada pelatihan atau arahan rutin yang diadakan oleh
Pol PP Kabupaten untuk Pol PP Desa?

Informan

“Untuk pelatihan Petugas Pol PP Desa itu dilakukan setahun
satu kali. Dalam pelatihan itu terdiri dari pelatihan mental
dan fisik, cara penanganan masalah dilapangan, serta
peningkatan kemampuan intelektual (IQ) juga”

Identitas Informan
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: Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa karang caya
Peneliti | Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah desa dan aparat
pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?
Informan | “Perangkat desa menjalin komunikasi dengan petugas pol pp

desa melalui grub Whatsapp yang terdiri dari petugas pol pp
desa, perangkat desa,serta linmas. Jadi segala laporan
kejadian pada saat penjagaan keamanan ada disana”

Identitas Informan

Nama

: Ali Syahban Harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kapolsek Pendopo
Peneliti Bagaimana mekanisme koordinasi antara Instansi
Keamanan setempat dan Satpol PP Desa?
Informan | “Untuk komunikasi antar polsek dan petugas pol pp desa

sangat bagus, kami bekerja sama dengan pol pp desa dengan
cara patrol setiap hari dan jika ada tindak kriminallitas
seperti pembegalan pihak pol pp desa langsung
menghubungi polsek setempat melalui via telpon langsung”

Identitas Informan

Nama

: Indra Gumay

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan: Ketua Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneliti Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan,
Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?
Informan | “Untuk hubungan antar organisasi setempat itu sangat baik,

petugas dan aparat setempat saling bekerja sama dan koordinasi
dalam keamanan, pihak kepolisian juga membantu dalam
keamanan dengan cara melakukan patroli setiap harinya, TNI
dan peerintahan desa juuga sama-sama membantu dan
bersinergi dalam meningkatkan keamanan”

Identitas Informan

Nama

: Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan: Wakil Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat lawang
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Peneliti Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat
Keamanan, Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP
Desa?

Informan “Untuk hubungan antar organisasi setempat itu sangat baik,

petugas dan aparat setempat saling bekerja sama dan
koordinasi dalam keamanan, pihak kepolisian juga
membantu dalam keamanan dengan cara melakukan patroli
setiap harinya, TNI dan peerintahan desa juuga sama-sama
membantu dan bersinergi dalam meningkatkan keamanan”

2.2.2 Komitmen

1.

Identitas Informan
Nama : Lina
Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa Karang Caya

Peneliti Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan  dari
pemerintah desa dan aparat pemerintah lain terhadap
operasional Pol PP Desa?

Informan “Kami dari pemerintah desa tentu memberikan dukungan
untuk operasional Pol PP Desa, seperti perbaikan pos jaga
Pol PP Desa. Selain itu, Pol PP Desa juga selalu kami
libatkan dalam rapat atau musyawarah desa, terutama yang
berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Untuk
komunikasi, kita aktif koordinasi lewat grup WhatsApp
yang isinya perangkat desa, linmas, dan petugas Pol PP,
supaya informasi cepat tersampaikan”

Identitas Informan

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang
Peneliti Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat
pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?
Informan “Kami dari pihak Satpol PP Kabupaten, rutin

melaksanakan pelatihan setiap tahun untuk anggota Pol PP
Desa. Pelatihannya mencakup fisik, mental, dan juga
penanganan teknis di lapangan. Selain itu, kami juga
mengeluarkan surat edaran atau petunjuk teknis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas mereka. Untuk
memastikan tugas berjalan sesuai aturan, kami lakukan
monitoring dan pembinaan secara berkala ke tiap desa”
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Identitas Informan

Nama : Ali Syahban harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kapolsek Pendopo
Peneliti Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat
pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa
Informan “Kalo dari pihak kepolisian setempat rutin melakukan

patrol dengan tujuan membantu Satpol PP Desa untuk
menjaga keamanan lingkungan. Tetapi Kalau ada kejadian
tindak kriminal di desa, mereka biasanya langsung hubungi
kami lewat telepon, jadi koordinasinya cepat. Setiap
laporan dari Pol PP Desa pasti kami tindak lanjuti sesuai
prosedur hukum, dan kalau dibutuhkan, kami juga beri
arahan langsung ke petugas di lapangan”

2.2.3 Mekanisme Kerja Sama

1.

Identitas Informan

Nama

: Susanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa
Peneliti Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa
dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?
Informan “Alhamdulillah, hubungan kami sangat baik. Kami selalu

berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak
kepolisian setempat, kalo di lingkup desa seperti dalam
kegiatan-kegiatan pengamanan atau acara desa. Biasanya
kami juga dilibatkan dalam rapat-rapat desa, dan untuk
kerja sama dengan pihak kepolisian setempat paling kalo
ada kejadian pembegalan atau ada yang menganggu
keamanan masyarakat kepolisian setempat langsung turun
ke lapangan untuk membantu dan bekerja sama dengan
kami pihak Pol PP Desa untuk menyelesaikan masalah itu.
jadi kerjasama antar instansi lain seperti polsek setempat
dan pemerintah desa itu berjalan lancar”

Identitas Informan

Nama

- Hardi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan

: Petugas Pol PP Desa
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Peneliti Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa
dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?
Informan “Hubungan kami dengan pemerintah desa dan kepolisian

sangat baik. Kami rutin berkoordinasi, terutama saat ada
kegiatan desa atau gangguan keamanan seperti
pembegalan. Biasanya kami juga dilibatkan dalam rapat
desa, dan pihak kepolisian langsung turun membantu jika
ada kejadian. Jadi kerja sama antar instansi berjalan
lancar

Identitas Informan

Nama : Ali Syahban harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kapolsek Pendopo
Peneliti Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa
dengan aparat keamanan lainnya?
Informan “Hubungan kami dengan Pol PP Desa sangat baik. Kami

rutin  berkoordinasi, terutama saat ada kegiatan
masyarakat atau potensi gangguan keamanan di desa.
Kalau ada kejadian seperti pembegalan atau tindakan
kriminal lainnya, pihak Pol PP Desa langsung
menghubungi kami, dan kami segera turun ke lapangan
untuk menangani. Kerja sama ini penting agar situasi
tetap aman dan tertib. Komunikasi antara kepolisian dan
Pol PP Desa berjalan baik lewat komunikasi cepat melalui
telepon”

Identitas Informan

Nama : Lina
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Desa Karang Caya
Peneliti Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa
dengan pemerintah desa?
Informan “Alhamdulillah, hubungan kerja antara pemerintah desa

dan Pol PP Desa sangat baik. Kami selalu melibatkan Pol
PP Desa dalam kegiatan desa, seperti pengamanan acara.
Dalam rapat-rapat desa pun mereka turut hadir untuk
membahas persoalan keamanan. Kalau ada masalah di
lapangan, Jadi kerja sama dan koordinasi antarinstansi ini
berjalan harmonis dan sangat membantu menjaga
ketertiban di desa”
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2.3 Sumber Daya Organisasi
2.3.1 Sumber daya Manusia
1. Identitas Informan
Nama : Susanto
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa

Peneliti Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan
kebijakan ini sudah mencukupi?

Informan “Sebenarnya untuk wilayah kami sendiri sebenarnyo
masih kurang,karna wilayah kami disini masih banyak
jalan sawangan jadi waswas kami jadi sebenarnya masih
kekuragan sedikit orang anggota”

2. Identitas Informan

Nama : Hardi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa
Peneliti Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan
kebijakan ini sudah mencukupi?
Informan “Untuk Petugas Pol PP Desa ini kalo menurut saya
semdiri sudah mencukupi, tapi ada beberapa desa yang
memang lumayan luas itu masih kurang”

3. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Pol PP Kabupaten
Peneliti Terkait Sumber daya manusia Apakah Ada Persiapan

Pelatihan yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?

Informan “ada pelatihan bintalsik yang tujuannya untuk melatih
seluruh anggota pol pp desa itu agar lebih terampil baik
itu tingkat kedisiplinannya,baik itu IQ nya juga cara
penanganan di lapangan sudah dilatih semua”

4. ldentitas Informan

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat lawang
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Peneliti Terkait Sumber daya manusia Apakah Ada Persiapan
Pelatihan yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?
Informan “Mereka ada istilanya bintalsik bimbingan mental dan

fisik, ya seperti ada pelatihan lah ya. Fasilitas dan
peralatan jelas ada ya, yang pertama kan mereka
dibuatkan pos dan juga peralatan-peralatan lah pokoknya
walaupun tidak maksimal tapi ada ”

2.3.2 Dana

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang
Peneliti Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional

untuk Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?

Informan “Kalo anggaran dana untuk Pol PP Desa ini sudah ada
dalam anggaran APBD. Jadi disetiap bulannya mereka
digaji oleh pemerintah sama seperti Pol PP
Kabupaten.tapi kalo untuk anggaran dana lainnya seperti
keperluan pos itu tidak ada,cuman ada dana gaji saja yang
dianggarkan dari anggaran APBD”

2. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kab.Empat
Lawang
Peneliti Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional
untuk Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?
Informan “Kalo berbicara anggaran dana ya palling cuman gaji

petugas Pol PP Desa aja sih, tidak ada anggaran dana yang

lain. Anggaran gaji petugas itu sudah ada dalam anggaran
APBD”

2.3.3 Sarana Dan Prasarana
1. Identitas Informan
Nama : Indra Gumay
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneiti Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah
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desa untuk menunjang kinerja Satpol PP Desa?

Informan “Untuk Fasilitas Itu Pada awal Pembentukan Pol PP Desa
Ini Disiapkan Oleh pemerintah, Fasiliitas yang diberikan
itu berupa Pos Penjagaan Di Setiap Perbatasan Desa.
Tapi,kalo terjadi kerusakan pada pos tersebut di kemudian
hari, perbaikannya biasanya dilakukan melalui iuran dari
para petugas, dengan bantuan dari kepala desa setempat”
2. Identitas Informan

Nama : Indra Gumay

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang
Peneliti Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah
desa untuk menunjang kinerja Satpol PP Desa?
Informan “Kalo untuk fasilitas itu Pemerintah Kabupaten Empat

Lawang menyediakan pos penjagaan di setiap perbatasan
desa. Namun, untuk pemeliharaan selanjutnya seperti
perbaikan apabila terjadi kerusakan, petugas Satpol PP
Desa biasanya melakukan iuran secara mandiri dan
dibantu oleh kepala desa untuk memperbaikinya”

2.4 Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana
2.4.1 Kompetensi

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang
Peneliti Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota?
Apa kriteria yang digunakan?
Informan “Petugas Pol PP Desa harus berkompeten, harus berani

juga tentunya ya karna kan kalo di lapangan tugas mereka
mencegah tindak kejahatan dijalan kan ya, jadi mereka
harus berani. Tapi kebanyakan yang ditunjuk dan
diangkat menjadi petugas Pol PP Desa ini adalah orang-
orang yang dulunya pernah melakukan pembegalan atau
jawarah-jawarah desa. Jadi kalo semisalnya ada kejadian
pembegalan mereka tau siap saja kira-kira yang
melakukan pembegalan itu. Dan biasanya kalo mereka
terkenal maka orang-orang akan segan dengan mereka.
untuk latar belakang pendidikan itu tidak menjadi patokan




121

utama untuk menjadi pol pp desa,, yang menjadi Patokan
utama itu petugas pol pp desa harus tau dengan kondisi
desa masing-masing agar mereka tau bagaimana
mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di setiap desa
tempat mereka bertugas”

2. Identitas Informan
Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kab. Empat
lawang
Peneliti Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota?

Apa kriteria yang digunakan?

Informan “Persyaratan Petugas Pol PP Desa itu ya ahrus kompeten
dalam segi hal apapun, tidak takut dan bisa menjaga
keamanan desa tentunya. Biasanya yang diambil itu yang
bisa bela diri karna kan tugasnya menjaga keamanan jadi
harus bisa bertarung melawan penjahat-penjahat itu. Tapi
sebelum mereka bertugas turun ke lapangan mereka juga
dibekali pelatihan juga jadi sedikit banyaknya mereka
bisa untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Tidak
dilihat dari latar belakang pendidikan, siapa saja boleh
mendaftarkan diri menjadi petugas Pol PP Desa dengan
syarat harus tau dan faham terhadap wilayah yang akan
menjadi tempat mereka bertugas dan mempunyai
kemampuan untuk untuk menjaga keamanan di desa
masing-masing”

2.4.2 Loyalitas

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang
Peneliti Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP

Desa dalam menjalankan tugas?
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Informan “Petugas Polisi Pamong Praja Desa harus komitmen
dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Komitmen itu
biasannya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ya,
kalo yang tidak tertulis atau yang tersirat biasanya mereka
pol pp desa itu misalkan ada kehilangan motor kena bega
motor ya kesadaran sendiri sekedar membantu
meringankan bukan berarti ganti rugi. Kalo ganti rugi kan
harus mendekati harga motor tapi mereka patungan ya
supaya mereka tu jangan sampai terjadi lagi ya mereka
llebih giat menjaga keamanan lah”

2. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kab. Empat
lawang
Peneliti Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP
Desa dalam menjalankan tugas?
Informan “Mereka sangat komitmen, apa-apa mereka harus

bertanggung jawab kalo seandainya ada pencurian,ada
tindak kekerasan atau curanmor mereka akan diberi
sanksi kalo seandainya terjadi di wilayah mereka itu,
sanksi tegas dari kantor ya karna kelalayan mereka”

3. Identitas Informan

Nama : Sarmidi
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat

peneliti Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap
daerah, apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti
barang yang hilang jika tidak ditemukan?

Informan “Itu benar, tapi yakan jarang juga sih yang sampai terjadi
itu kan makanya sebelum terjadi itu dicegah”
4. Identitas Informan

Nama : Iwan fales
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam

Peneliti Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap
daerah, apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti
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barang yang hilang jika tidak ditemukan?

Informan “Benar sekali, apabila Pol PP Desa tidak bisa mengambil
ataupun mengembalikan motor yang dibegal tadi maka
Pol PP Desa berhak untuk bertanggung jawab mengganti
motor tersebut, Kalo tidak mampu maka Pol PP Desa itu
akan dikeluarkan diganti dengan siapaun Didesa yang
mampu.

2.4.3 Pemahaman Terhadap Tugas

1.

Identitas Informan
Nama : Indra Gumay
Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat lawang

Peneliti Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?

Informan | “Tugas Daripada pol PP Desa itu hanya menjaga dan
mengamankan saja, kalo sudah berbicara soal hukum maka
Pol PP Desa llangsung melemparkan atau memberikan ke
yang lebih berwewenang soal hukum yaitu pihak kepolisian
jadi begitu. Jadi petugas Pol PP Desa harus faham dengan
tugasnya sebagai pengamanan Desa”

Identitas Informan

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil koordinator Pol PP Desa Kab.Empat Lawang

Peneliti Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?

Informan | “Kalo berbicara soal pemahaman terhadap tugas ya tugas Pol
PP Desa itu Cuma mengamankan atau menjaga keamanan
di jalan setiap desa. Berbeda dengan aparat keamanan llain
seperti kepolisian. Kalo kepolisian kan mereka bisa langsung
tindak hukum tapi kalo pol PP Desa cuman bisa menangkap
dan menyerahkan ke pihak kepolisian jika ada tindak
kriminalitas atau menagnggu keamanan. Dan juga Pol PP
Desa itu cuman menjaga di Pos Yang sudah di sediakan,Jadi
mereka tidak patroli penjagaan keliling tapi mereka tetap
menjaga di pos keamanan yang sidah di sediakan begitu”
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Lampiran I11

SURAT IZIN PENELITIAN



125

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

© Kampus IV, JI. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 @ (0736) 22765

m @ fisipol@umb.ac.id

@ fisip.umb.ac.id ®(0736) 26161
Nomor : 121-SI/DF.7/11.3.AU/C/2025 Bengkulu, 11 Februari 2025
Lamp : 1berkas
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth : Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Empat Lawang

di
Tempat

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya
limiah/Skripsi mahasiswa Fakultas llmu Sosial dan llmu Universitas Muh diyah Bengkul
kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada
mahasiswa kami :

Nama :  Fathia Rizki Amrina
NPM : 2163201044
Program Studi ¢ Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembentukan Satuan
Polisi Pamong Praja Desa pada Kabupaten Empat Lawang” dalam rangka menyusun Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa
yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

as llmu Sosial, dan llmu Politik

Ay =1
" NBK- 132983373

Tembusan :
1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

@ umb.ac.id @ um bengkulu o um bengkulu
0 humas@umb.ac.id @ um bengkulu o umb tv
@ 0822-3546-1991 o um Bengkulu o Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

Surat Izin Penelitian kesbangpol
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

@ Kampus IV, JI. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 @ (0736) 22765

@€ fisip.umb.ac.id ®(0736) 26161
m @ fisipol@umb.ac.id
Nomor : 121-51/DF.7/11.3.AU/C/2025 Bengkulu, 11 Februari 2025
Lamp : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth  : Kepala Satuan Polisi Resort Kabupaten Empat Lawang
di
Tempat

Assalammu’alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya
llmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas llmu Sosial dan llmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu,

kami gharapkan b Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada
mahasiswa kami :
Nama : Fathia Rizki Amrina
NPM 1 2163201044
Program Studi :  Administrasi Publik
Untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Impl i Kebijakan Pembentukan Satuan
Polisi Pamong Praja Desa pada Kabupaten Empat Lawang” dalam rangka menyusun Skripsi.
bagai bahan pertimb b surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa
yang bersangkutan.
Demikian surat permoh ini kami ikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik

diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

u Sosial, dan limu Politik

v Tembusan :
1
@ umb.acid @ um bengkulu o um bengkulu
0 humas@umb.ac.id Q um bengkulu o umb tv
o 0822-3546-1991 0 um Bengkulu ° Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

Surat Izin Penelitian Polres Empat Lawang
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LAMPIRAN 1V

SURAT REKOMENDASI DARI KESBANGPOL
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LAMPIRAN V

SURAT BALASAN DARI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN EMPAT LAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
J1. Lintas Sumatern Km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggl Prov, Sumatera Selatan
Kode Pos 1145)

SURAT KETERANGAN

Nomor :300/ 8%/Saipol PP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juni Delleyanto, SE, MM

NIP 2 19760611 201101 1 002

Pangkav/Gol. Ruang : Penata Tk. 1/ 111d

Jabatan : Kabid Tibum dan Transmas

Instansi . Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang

Menerangkan bahwa :

Nama : Fathia Rizki Amrina

NPM : 2163201044

Program Studi : Administrasi Publik UMB
Fakultas + llmu Sosial dan llmu Politik

Telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan
surat dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik Nomor : 121-
SI/DF.7/11.3.AU / C /2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan judul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DESA PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
AR TAH oS

[BPM DAN TRANMAS
Ao

“NIP 1197606112011011002




LAMPIRAN VI

DATA PERBUP PEMBENTUKAN POLISI PAMONG PRAJA DESA

Menimbang

Mengingat

—

KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR &5 TAHUN 2018
TENTANG

POLISI PAMONG PRAJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu setiap warga
negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, “Kepala daerah mempunyai tugas memlihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Polisi Pamong Praja Desa.

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3. Tambaben lemberen N i
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Menetapkan

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016
Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

: 8
2;

Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang.

. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah

sekretaris Dacrah Kabupaten Empat Lawang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnva disebut

DPRD adalah DPRD Kabupaten Empat Lawang.
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7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Empat
Lawang.

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang.

9. Polisi Pamong Praja Desa yang selanjutnya disebut Pol PP Desa
adalah Polisi Pamong Praja yang bertugas di Desa di
Kabupaten Empat Lawang.

10. Desa adalah Desa di Kabupaten Empat Lawang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pol PP Desa pada Satpol PP.

BAB 11l
KEDUDUKAN
Pasal 3

Pol PP Desa berkedudukan di Desa yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Pol PP Desa bertugas menyelenggarakan pengamanan,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pol PP Desa menyelenggarakan fungsi deteksi dan cegah
dini serta koordinasi dan monitoring.

(3) Untuk mendukung efektifitas menyelenggarakan pengamanan,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa, Pol PP
Desa dapat mendirikan pos penjagaan pada setiap Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja
Pol PP Desa diatur dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
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BABV
KEANGGOTAAN
Pasal 5

(1) Keanggotaan Pol PP Desa terdiri dari:
a. koordinator kabupaten merangkap anggota;
b. wakil koordinator kabupaten merangkap anggota;
c. koordinator kecamatan merangkap anggota; dan
d. anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Satpol PP.

BAB VI
TATA CARA PENERIMAAN POL PP DESA
Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Satpol PP merencanakan
penerimaan Pol PP Desa.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
agar pelaksanaan penerimaan Pol PP Desa berjalan dengan
lancar.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Seleksi
Pasal 7

(1) Dalam rangka penerimaan Pol PP Desa, Kepala Satpol PP
membentuk panitia seleksi penerimaan Pol PP Desa.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan tujuan untuk melaksanakan proses penerimaan Pol PP
Desa.
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Pasal 8

(1) Panitia seleksi penerimaan Pol PP Desa paling sedikit terdiri

atas:

a. ketua;

b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. anggota.

(2) Tugas dan tanggung jawab panitia seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Satpol PP.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jewab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 paling sedikit sebagai berikut:

a.

® =0 A

menyiapkan rencana tahapan Kkegiatan dalam pelaksanaan
penerimaan Pol PP Desa berdasarkan tenggang waktu yang
ditetapkan;

. mengumumkan penerimaan Pol PP Desa secara terbuka kepada

masyarakat;

melakukan verifikasi dan validasi data peserta seleksi untuk
memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan
yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia
seleksi;

. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi;

menyiapkan tata tertib seleksi;
menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi; dan
menyiapkan hasil seleksi untuk ditetapkan dan diumumkan

oleh ketua panitia seleksi;

Pasal 10

Jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh
panitia seleksi.
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==
Paragraf 3
Pengumuman Penerimaan Pol PP Desa
Pasal 11

(1) Panitia seleksi niengumumkan penerimaan Pol PP Desa secara
terbuka kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. jumlah penerimaan;
b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
c. jadwal tahapan seleksi;
d. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

(3) Pengumuman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Paragraf 4
Persyaratan
Pasal 12

Persyaratan untuk mengikuti seleksi Pol PP Desa:

1. Usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada saat
melamar;

2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan
pemerintah.

3. Mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Setempat.

4. Berdomisili di Desa setempat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 13

(1) Pendaftaran dilakukan secara manual yang ditentukan oleh
Panitia Seleksi.
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(2)

(1)

()

3)

(4)

)

(6)

(7)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara menyampaikan dokemen lamaran paling kurang
terdiri atas:

a. surat an yang telah ditandatangani oleh pelamar
sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia
seleksi;

. surat rekomendasi dari Kepala Desa setempat;

surat keterangan domisili;

fotokopi KTP;

pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

dengan latar belakang berwarna merah; dan

a0 o

f. persyaratan lainnya yang diperlukan.

Paragraf 2
Seleksi
Pasal 14

Panitia seleksi melaksanakan seleksi terhadap seluruh
dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh
pelamar.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mencocokkan persyaratan dengan dokumen lamaran yang
disampaikan oleh pelamar.

Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan
syarat yang ditentukan.

Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan, pelamar
dinyatakan tidak lulus seleksi.

Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi
syarat diberi tanda kode yang berbeda.

Panitia seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi secara
terbuka melalui surat kabar, papan pengumuman, dan/atau
bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun
tidak lulus seleksi.

Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi disertai
dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan
tidak lulus.
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(8) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus
seleksi menjadi kewenangan ketua panitia seleksi.

Paragraf 3
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 15

(1) Panitia seleksi menetapkan hasil akhir seleksi.

(2) Pengumuman hasil seleksi disampaikan oleh panitia seleksi
secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
seleksi dilaksanakan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
nama peserta, kualifikasi pendidikan, nomor peserta seleksi
dan informasi lain yang diperlukan.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas,
melalui surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk
lain yang memungkinkan.

(5) Pengumuman hasil seleksi dijadikan sebagai dasar penetapan
persetujuan pengangkatan sebagai Pol PP Desa.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN POL PP DESA
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan
ditetapkan sebagai Pol PP Desa.

Pasal 17
(1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi
disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan
kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai svarat pengangkatan
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Pol PP Desa dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang
bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang
ditentukan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalut surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk
lain yang memungkinkan.

(3) Batas waktn untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi
yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas
lamaran pengangkatan Pol PP Desa, harus memperhitungkan
letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus
seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat
dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi
yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Pasal 18

(1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk
diangkat Pol PP Desa wajib menyerahkan surat lamaran yang
telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format
yang telah ditentukan oleh panitia seleksi, ditujukan kepada
Kepala Satpol PP disertai dengan:

a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan
bermeterai, sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia
seleksi;

b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang
berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan
kesehatan pemerintah;
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Pasal 19

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dilakukan
oleh panitia seleksi, dengan ketentuan:

a.

b.

penerimaan berkas persyaratan dilaksanakan sesuai jadwal

yang ditentukan dalam pemberitahuan.

penelitian kelentkapan berkas persyaratan dan keabsahannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:

1. Keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:

a) diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh
panitia seleksi; dan
b) ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan.

2. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup, surat
pernyataan, dan data lain sebagaimana yang telah
dipersyaratkan.

3. Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
dokter, dengan ketentuan:

a) dokter yang berstatus PNS; atau
b) dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan
pemerintah.

4. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada ang'.a
1 sampai dengan angka 3 -V dipernihi maka yang
bersangkutan tidak dapat diangki' eijudi Pol PP Dea.

. Pemisahan berkas persyaratan vi: «enuhi syara® lan yang

tidak memenuhi syarat serta ber! ang belum le . kap diberi

tanda/kode yang berbeda, denga:  ctentuan:

1) berkas lamaran yang memer ihi rsyaratan disiapkan
sebagai bahan penyampaian usulan ) 1gangkatan.

2) berkas lamaran yving bahannya bel lengkap dimintakan
kelengkapan yan; belum terpenull  crsebul kepada yang
bersangkutan dernyun diserii batas  ktu yang ditentukan.

3) berkas lamaran vang ‘idak 1 oemenuhi persyaratan
dikernbaliken kepada yang bersai  utun dan tidak dapat
diusiiikan pengangkatannya.

- Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus

dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap
mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan

138



dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal
dunia, panitia seleksi segera melaporkan kepada Kepala Satpol
PP dengan melampirkan surat pengunduran diri yang
bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan
diri dari panitia seleksi atau surat keterangan meninggal dunia
dari Kepala Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat.

e. Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri
atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
huruf d, panitia seleksi mengambil nama peserta seleksi urutan
selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi yang
dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) hari kerja kepada Kepala Satpol PP, serta
diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar, papan
pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Paragraf 2
Penetapan
Pasal 20

(1) Kepala Satpol PP dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah pengumuman hasil seleksi, menetapkan
keputusan pengangkatan Pol PP Desa.

(2) Keputusan pengangkatan Pol PP Desa pada ayat (1),
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan
tembusannya kepada pihak-pihak terkait, paling lambat
sebelum Pol PP Desa yang bersangkutan melaksanakan tugas.

(3) Penyampaian Keputusan pengangkatan Pol PP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja.

(4) Bagi peserta seleksi yang lulus seleksi mengundurkan diri atau
dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah
ditetapkan keputusan pengangkatan Pol PP Desa dan belum
atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan
pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pol PP Desa.
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Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 21

(1) Pol PP Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Pol PP Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ karena:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada
waktu melamar;

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;

d. tidak sehat jasmani dan rohani; dan

e. tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Pol PP Desa.

(3) Pemberhentian Pol PP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 22

(1) Pol PP Desa yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang
berwenang karena disangkakan telah melakukan suatu tindak
pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan
Kepala Satpol PP sampai dihentikannya penyidikan dan/atau
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(2) Pol PP Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud delam ayat (1), tidak diberikan honorarium terhitung
tanggal dikenakan panahanan oleh pejabat yang berwenang.
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Pasal 23

(1) Apabila putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap bahwa seorang Pol PP Desa telah terbukti secara
sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau
kurungan atau percobaaan dapat diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat;

(2) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, Pol PP Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak terbukti bersalah,
maka Pol PP Desa tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan
untuk diaktifkan/diperkerjakan kembali Kepada Kepala Satpol
PP;

(3) Apabila Pol PP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan
terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Pol PP
Desa sampai dengan tanggal ditetapkan unfuk kembali bekerja;

BAB VIII
HAK KEUANGAN
Pasal 24

(1) Kepada Pol PP Desa diberikan honorarium yang besarannya
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP;

(2) Honorarium Pol PP Desa dibayarkan setiap
bulan/triwulan/semester.

(3) Pol PP Desa tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak
diberikan honorarium.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Bupati melalui Kepala Satpol PP melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Pol PP Desa pada tiap-tiap Desa guna
terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di Empat Lawang

pada tanggal, 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,
EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR €5
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LAMPIRAN VII
SUSUNAN PETUGAS POLISI PAMONG PRAJA DESA KABUPATEN
EMPAT LAWANG
7.1 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2020
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7.2 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL LintasSumatera Km 3,5 Talang Banyu TebingTinggi Prov. Sumatera Selatan
KodePos 31453

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 891 )4/ KEP/SATPOL-PP/TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 891/16.a/SK/SATPOL-PP/2021 TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG TA. 2021

: Bahwa sehubungan adanya pergantian Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja Desa pada Bulan April 2021, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Empat Lawang Nomor : 892/16.a/KEP/SATPOL-
PP/2021 tentang Penunjukan Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja Desa di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4677);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

N

o

Dt dergn Carticasser



Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang

(Lemt Daerah: Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lemb Daerah Kabup Empat Lawang Tahun 2020
Nomor 7);

8.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendap dan Belanja Daerah Kabug Empat

Lawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 50).

Menetapkan
KESATU

KEDUA

: Surat Perny dan Fakta Integritas masing-masing Anggota
Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

¢ Merubah Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten
Empat Lawang Nomor : 892/16.a/KEP/SATPOL-PP/2021 tentang
Penunjukan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja  Desa
di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat
Lawang Tahun Anggaran 2021,

i Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan

ini dibebankan kepada Dokumen Pelak

Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Empat Lawang Tahun Anggaran 2021,

Dt v Carcanser

Keputuaen in: berlaku sepak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggl, / -y 3021
T KEPALA SATUAN POLIS! U‘AMO?A’PR.-U.»\

KABUPATE? PAT LAWANG,

Lo=C | LAY 2P
4 s Wypry
v f £
. /
O RACHN UL | Pembina ma Muda / IVe
T il NIP. 19730610 199301 1 001
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LAMFIRAN _: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR  :891/ /KEP/SATPOL-PP/2021
TANGGAL 2021

TENTANG  : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 891/16.3/SK/SATPOL-
PP/2021 TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DESA DI LINGKUNGAN SATUAN PULISI PAMONG PRAJA TA. 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA

KABUPATEN EMPAT LAWANG TA. 2021

Diretsl derepe Carticasser

NO NAMA DESA KECAMATAN KETERANGAN
Robinson
Hengkd Aur Gading
Hamang Kubuwono
4 |Tanzizali Bat Pance
S Ashadi
6 [Ujang Bastari BaorRaje Baru
7 Ripi Hanesta
8 |Halim Batu Raja Lama
9 Kaswari
10 [Pekri Kemang Manis
11 |GunawanT
12 |ishak Kota Gading
13 |Iskandar
14 |Usman
15 |Burhanuddin Lampar Baru
16 |Novian
17 Pardi
18| Tohik Atfandi Lubuk Gelangang
19 |Efri Ansa
20 |Hendro Rantai{ensng
21 uanda ring Keeil
22 Deni Suriyanto R
23 Haidir TEBING TINGG! 45 PERSONIL
= Sugl Waras
24 M. Nuradi
25 [AjlAnton__
26__|Elfan Septarius Teajmg Kupeng Bar
27 |Rangga Karambo
28| Hadis Asri ermdait Baeu
29 |Rinci Agus Saputra Teitsan Laing
30 |Rudi Hartono
Adam S Alih
Endang Pansuri Ujung
Henci clidy
4 |Evi Sudirman Utak Me
35 |Herwan a
36 [Amirlullah Makarti Jaya
37 __ |Balkin »
36__|Abdul Manap Meirion
39 |Asmuni Pafar Baktl
|40 |Harianto
41  |Abdul Aziz Pancur Mas
| 42 |Agus Tand|
43 |Subri
44 llasliInsan Lubuk Kelumpang
45 |Angga Saputra
46 |Isropil
47 _|Supriad] Canggu
48 |Dausl
49 [Herlan KarengAro
50| Rozali/ Call
51 |Boby Sugiarto Kembahang Baru
e ——)
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238 |Susendra valiuar ap
*239 " [Diamin
240 _|Dandi Rizen Karang Gede
24 unaidi
242 |Aken, Karang Dapo Baru
24 ils Mirat
244 _|Yetra Herlambang Karang Dapo Lama
245 |DeniA
246 D::i Ha:u]m Padu Raksa
787 TDadars Sumare— SIKAP DALAM 24 PERSONIL
247 _|Dadang Sunarto P
248 |lwan Palles 2
249 |Adi Putra
250 _|Reki Tapa Lama
251 |Saparudin
252 |Rinto Haraha Tangga Raksa
253 |Yarto
254 |josiadi Martapura
255  |Wiwik
256 _|Peri Kusmiran
257 |Samson Karang Anyar
Air Kandis
Karang Caya
T
264 |Alex Candra
265 Al Mawl
266 |Sudirman
267 |Kemas Mutawali
268 | Antoni "
269 _|Riko Haryadi Lingge
270 |Hindra Gumai, S .A
S - PENDOPO BARAT 26.PERSONIL
272 |Sahrul
|
274 _|A.Roni
275 _|Doni Harianto 2
276 | Taipur Muara Lintang Lama
277 _|Hendriadi A
278 |Sarmidi Padang Bindu
279 _|Pitai =
260 _|Paizal Dodor
281 _|Dodi Antoni o
282 |Reky Afik g Raya
283 |Muhaimin
284. |Mupran Tebat Payang
285 [Jaka Suara
286 |Mansur Kebon
287 _|Rebu /Arboni
268 |Juanda Lubuk kelumpang
289 |Abdul Rozan
290 [M.Son Muara Saling
291 |Karnawi
292 |Bobi Candra
293 |Sarjani Asri
294 |Hendra Sawah
295 |Bram Sabesa
296 |Nangcik
297 _|Sopian
298 [Sabta Apri Bima Suka Kaya
299  |Siska Megista

Dl dieome Corieansw




B
o
: 300 . |Sutami
z 301 |Dedi Sdlwg@ SALING 34 PERSONIL
F 302 _|Sudirman
f 303 |Karta Alamsyah Taba
» 304 |Frengky
: 305 |Winarno
306 |Maryasin | Tanjung Ning Jaya
307 _|Hairi Bakti
308 |Sarnubi Tanjung Ning Lama
309  |Dedi Irawan
310 |Epan Saputra
311 |BeniSaputra Tanjung Ning Simpang
312 _|indawan
313 |Edison
314 |Edi
315 |Rusadi
316 |Wiwin Tanjung Ning Tengah
217 |Eric orlando Saputra
318 _|Lian Ismail
319 |M. Darlian Air Mayan
320 |Herlansyah Bandar Agung
321 |Hermansyah Keban Jati
322 |Yayan Lawang Agung
3 |Dedi Chandra Moara Amiani
4 [Alpian
5 __|Ahmad Sudirman Muara Rungga
26 |Dedi
327 [Hadi Jusrs Sindang oo 17 PERSONIL
| 328 |Armis Nanjungan
329 |Robinson Padang Bindu
330_|Yogo Ariwibowo Padang Gelai |
331 |Subari Pagar Jati
332 |Bakarudin Penantian
333 |Herman _Talang Padang |
334 | Wito Su Talang Randai
335 [SuplanHadi |  TanjuneBerinein
— JUMLAH 335 PERSONIL

PEN ESAHAN

AH DIPERUKOL IEEEHARANNYA |

T Drs/RACHMATY(LAH
e NIp. 196512232045011001

&,
\‘f’fA T
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7.3 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2022

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG vad,

NOMOR : 891/ |5/KEP/SATPOL-PP/TAHUN 2022

TENTANG

{ PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATPOL-PP KABUPATEN

EMPAT LAWANG NOMOR : 891/10.a/KEP/SATPOL-PP/TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DESA
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat ol &

8

KABUPATEN EMPAT LAWANG

a. Bahwa sehubungan adanya pergantian anggota PolPP-

Desa pada Bulan Juli Tahun 2022, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Kabupaten Empat Lawang tentang Perubaban Kedua
atas Keputusan Kepala Satpol-PP Kabupaten Empat
Lawang tentang Penunjukan  Anggota PolPP-Desa
Dilingkungan  Satpol-PP Kabupaten Empat Lawang
Ta. 2022.

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Uddapg-Undang  Nomor 33 ‘ahun 2004 (entang
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1 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 567Y);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia ‘lahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Nomor 9@ Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susuran  Perangkat Daerah
Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan  Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang

e Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan fata Kena




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat L
Tahun  Anggaran 2022, dengan susunan taan
sebagamana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Polisi Pamong Praja Desa (PolPP-Desa) sebagaimana yang.
dimaksud  pada Diktum KESATU, mempunyai tugas
sebagaimane yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
yang dititik beratkan pada Keamanan dan Perlindungan
Masyarakat didaerah yang rawan tindak kejahatan.

Semua  biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polis
Pamony  Praja Kabupaten  Empat Lawang Tahun
Anggaran 2022,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 'I‘eb‘ix;g Tinggi
pada tangeal, | quy 2022
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19 [Ujang Bastari Anpgota Batu Raja Baru
20_|Repi Hanesta 7
21 [Hatim Ao Hatw Rajy Lema
22 |Robi Susanto ___Anggota
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324 |Edison Anggota

325 |ES _Anggota

326 |Wiwin Anggota Tanjung Ning Tengah
327 | Erik Orlando i Angyota

328 Lias lamail Anggota

326 M Diarlinn E 12 Alr Mayan

330 _Anggota Bandar
281 : — Anggora —Lumg Apiy |
332 |Dedi Chandra Anggotas A
333 Anggota M

PASEMAH AIR KERUH
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7.4 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DESA
DI LINGKUNGAN SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

|
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \
FABUPATEN EMPAT LAWANG

Memmba, baliwa dalam tangsa  penegakan Peraturan  Jacidl,

iveenggeraan Rewrtiban . Umum  dan Ke entraman

Masarnkal - sert: Perindungan Masyarakat & Wilavah

It iten Empat Lawang, maka perlu ménatantan
[ esan Kepala Suwean Polis Pamong Kabumaran Dot
Wity foucgukan Anpgota Pelisi ramsng P
Lot Lelingkungan Satuan Polis Pamor-.g Praja latapaten

Empai Lawang Taiun Angoaran 2023,
Mengingat Pl Undang-Undung: Nomer: 17 Tahun 2003

tentang
teuang v ey {ienmbaran Negara Repubslik 'ndonest,
Tamun 200

-

Homor 17, “Tambahan Lembaran Hopara .

Mepubli't indonesin Nomor 42361

2 Undsng-Urditg Nonior i Tahun 2004, yentane
s Mearn fLembaran Nezarn  Repu
RRAResic w2004 Nomar 3, faarh, (g BN
Kl Ineliaiesia Nome 4353),
3

Wy '
VEahati g NEUNG

Rk antora. Pemevinesl;

Fugal map
tenenttal Dusag (erbacan Republile indgane ia Tahs

)

2004 Nomor 12 Yambahan Lemburay, Negare. Repubijk
idenes, Nomar 1438);

4 crvangUnding  Nomor b Tahun 2007

tentang
Kabupaten Empat Lawa.ug ) Frovins
"-'_nv‘--;:-m Stlatan (Lembaran Negara Republic ndonesis
(B0 8007 Moo 3 Tumbahen Lepara Mhegars

Henthentukin



S

Negara Republik Indon

Aeaturan Bupal:

LoPCtattTan Bupan Nodtor 70 Tahun 2022

telalt diubzn beberapi kali werakhir, dengan il
Undang tomor 9 Pahun 2015 tentang peruba yan Keduy
Alis Undang-Undang Homor 23 Tahun 2074 tentang
Yemerintahan  Daerah  (Lembaran Negare  Repuilil
Maonesia Tahnun 2014 lomor 58, Tambahan Lemibaran
Negara Republik (ndonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 9 tentang

“engelolaan  Keuangan Daerah (Lembara s  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahay
Lembe an Negara Republik Indonesia Nomor 6:122};

- Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor [2 Tuhun 2012

fentang - Pedoman  Pengelnlaan  Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republii
Indonesia Nomor 6322);

Paatuzen  Daerah  Nomor 15 Tahun 2021 tentang
l'enigelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kahupaten Empal Lawang Tahun 2021 Nomor 15j;
feraturan Dacrah  Nomor 4 Tahun 202: lerigng
Anpgaran Pendapatan  dan Belanja Daera; Tal
Anpgaran 2029

RIS
(Lembaran Daerah Kabupaten Empaz
lanvang Tahun 2022 Nomor 44

Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan "a;

ta Kerje
Sutian Polis

I Kabupaten Lmpa* lawang;
tentang

femataran Anperran Pendapatan dan Belanjx Daerah

Tahun Angearan 2023 (Berita Daerah Kabuparin
Lawang Tahun 20272 Nomor 76);

Empa

MEMUTUSKAN -
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KEEMPAT Semua biaya yang dﬂqelwkan dengan

| keputusan ini dibebunkan kepada mmkw )

b Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daersh Satuan Polisi

) Pamong Praja  Kabupaten Empat Lawang Taiuu
Anggaran 2023

KELIMA heputosan ini berleku sejak tanggal ditetapkan

Ditetaplan di Tebing Tinggi
nada tanggal, g¢ Joouors - 2023

STy
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; ‘w AT LAWANG,

b
-~ \l.
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jIP 19641115 198803 1 004
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7.5 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2024

NOMOR : 831/ | /KEP/SATPOL-PP/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DESA
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Menimbang : bahwa  dalam rangka Penegakan Peraturan Dacral,
Penyelenpgaraan  Ketertiban Umum  dan  Ketentraman
Masyvarakat  serta  Perlindungan Masyarakat di Wilayah
Kabupaten Empat Lawang, maka periu  menetapkan
Keputusar: Kepala Satuvan Polisi Pamong Kabupater Empat
Lawang tentang Penunjukan Anggota Polisi Pamor g Praje
Desa Dilingkungan Satuen Polisi Pamong Praja Najupaten
Empat Lawang Talun Anggaran 2024,
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah i 2003
Norio: 47, Tambahan Lembaran Negara Ilepubliic
Indonesia Nomor 4286);
% Undang-Undang Momor 1 Tanun 2004, lentany
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Repuhlik
Indonesia Tahir. 2004 Nowmor 5, Tambahan Lembaras
i Negura Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Pesimbangan Keuangan wntara Pemerinta |
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[ndonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2OI9W

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nem Repubmt
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tembahan Lembaraa
Negara Republil Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daeral

o

(Lembaran Mepira Republil Indonesia Taliun 2039 Homer
42, Tambahan Lembaran Megara Republik Indenesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupater. Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);

Feraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran ‘
Pendapatan dan 3elanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023
Nomor 53);

| 10. Peraturan  Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan |

Fungsi Serta 7ata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah K:bupate




_ Lampiran Keputy san ini,
‘ KEDUA Polisi Pamony Priin Desa nbagaim’dy dimaks 1
Diktura KESATU, mempunyai tugas sebagai berfkut; 8
L. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bup ti; y
7. Menjaga Keamanan, Pengelenggaraan Ketertibar Umum
dan Ketentraman Masyarakat;
3. Perlindungsn Masyaralat,
KEEMPAT Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya :
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan L
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi
Pamong  Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun !
Anggaran 2024
KELIMA Keputusan inj berlaky sejak tanggal ditetapkan. |
|
Ditetapkan di Tebing Tinggi
padatangesl 4. 4./ 20u4 b
s KEPALA/SATUAN POLISI PAMONE [RAGA |
b yam AN E;&IPATLAWANG. C ¢
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STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VIII
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LAMPIRAN IX

DOKUMENTASI OBSERVASI

aman dan perlindungen
Fbuat atau tidak berbuas

ayat (1) huruf S
g Pemennianas

Peraturan Bupat

19909 tentang Mok s
Mk Indonesia Tahun 1999
an Negara Republik (ndocesa

Nomor | Tahun 2007
ten Empat Lawang & Provios
n Negara Republix  Indonesia
BN Negarn Repohlik (ndoness

Sumber: Dokumen Kantor Pol PP Kabupaten Empat Lawang
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LAMPIRAN X

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Bapak Sekretaris Polisi pamong Praja Kabupaten Empat
Lawang

Wawancara bersama Bapak Kasubag keuangan Dan Perencanaan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Empat Lawang
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Wawancara melalui media Online bersama bapak Ketua Koordinator Pol PP Desa
Kabupaten Empat Lawang

Wawancara melalui media online Bersama Wakil Koordinator Pol PP Desa
Kabupaten Empat Lawang
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Wawancara Bersama Bapak Polsek ‘Pendopo Kabupaten Empat lawang

e

Wawancara bersama Ibu Kepala desa Karang caya ecar;latn Pendopo
Barat,Empat lawang
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L
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Wawancara bersama bapak Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam
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Wawancara Bersama petugas Pol PP Desa
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Dokumentasi Bersama kapolsek Empat Lawang Dalam Pengambilan data Tingkat
Kriminalitas



